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BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR    13   TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  

RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, perlu 

disesuaikan dengan adanya perubahan jenis pajak yang 

dipungut oleh Daerah, sehingga perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; 
 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 153); 

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 7); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 7) diubah 

sebagai berikut: 
 

Pasal 3 

(1) Jenis pajak daerah yang merupakan bagian dari hasil pajak daerah yang 

diberikan kepada Desa meliputi: 

a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 

b. bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; 

c. pajak barang dan jasa tertentu, atas: 

1. makanan dan/atau minuman; 

2. tenaga listrik; 

3. jasa perhotelan; 

4. jasa parkir; dan 

5. jasa kesenian dan hiburan. 

d. pajak reklame; 

e. pajak atas tanah; 

f. pajak mineral bukan logam dan batuan; 

g. pajak sarang burung walet; 

h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan 

i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor. 

(2) Jenis retribusi daerah yang merupakan bagian dari hasil retribusi daerah 

yang diberikan kepada Desa meliputi: 

a. retribusi jasa umum; 

b. retribusi jasa usaha; dan 

c. retribusi perizinan tertentu. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur.        

 
 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 14 Mei 2025 

BUPATI LUWU TIMUR,  

      

               ttd 

 

IRWAN BACHRI SYAM 

 

 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal 14 Mei 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

      ttd  
 

BAHRI SULI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025  NOMOR 13 


